BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BYPATI WONOSOBO
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANpGARAN 2023
¥

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WONOSOBO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peratyran
Daerah Kabupaten Wf)nosobo Nomor 1§ Tahun 3022 ten}ang
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten
Wonosobo Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan
Bugah tentang Penjat;aran Anggaran Pepdapatan Dan Belgnga
Daérah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah—Daerah Kabupatgn Dalam
ngkungan Propinsi Djawa Tengah ( Bemta Neg;ara Requhk
Indone31a Tahun 1950, Nomor 42);

2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentahg Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik ’ndonesm Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana diubah dengan Undang—UnQang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peratufan
Pemerintah Penggantl Undang-Undang Nomor 1 Ta*qun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas
Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan[Atau Stabilitas Si#tem
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Keuangan Menjaqi Undang—UndanF (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembargn Negara Repuplik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Pisease 2019 (COVYID-
19) Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 134, Tambahan Lembargn Negara Repubhk
Indonesm Nomor 6516);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);
pndang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesig Nomor 4421);
Pndang-Undang Nomor 33 Tahun 2094 tenfang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
;ndonesia Tahun 2004 Nomor 126,‘ Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Negara Nomor 4438) Sebagairriana
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2920 tentang Kebijqkan
Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19) Dan/Atau Stablhtas Sistem Keuapgan Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6516);
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7. Undang-Undang Nomor 12 Talilun 2011 tentang
i’embentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
T ambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang—Unc%}ang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peratura.n Peruqdang—undangan (Lembaran Negara
Repubhk Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Femerintahan Dgerah (Lembarax} Negarg Repuplik
Indone31a Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaJrnana telah
gilubah beberapa kali terakhir depgan Unc%ang—Unc’ang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang C;pta Kelja (Lembqran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indopesia Nomor
b573); 4 | ;

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antarg Pemerintah Pu‘sat dan Pemeriqtah
(Lembaran Negara Republik Indones*a Tahun 2022 quor
4, Tambahan Lem‘paran Negara Repubhk Indonesia Nomor
6757)

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggargan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 3, Tambahén Lembqran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonlesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repyblik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); I

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang

Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam
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14.

15.

16.

Rangka Mendukung Kebijakan Keqangan Negara Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (CQVld—
19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasi?nal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan PeratLtran
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam
’Qangka Menduku#lg Kebijakan Keliangan Negara Urituk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Me{nbahaya}{an
Ferekonomian N?sional dan/ atay Stabil%tas Siﬁtem
Keuangan Serta Penyelamatan FEkonomi Nasipnal
{Lembaran Negara Republik Indonesja Tahun 2020 Nomor
186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6542); | ;
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomer 12 Tahun
011 tentang f’embentukan Pg¢raturan Perund@ng—
undangan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun
2014 Nomor 199);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Fengadaan Baraq*g/Jasa Pemerintgh (Lembgran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Ngmor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Preéiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perpbahan Atas Perayuran Preqslden Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun
2021 Nomor 63); '
Peraturan Menter{ Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 3007
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagalmana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peratyran
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Menten Dalam Negen Nomor 16 Tal}un 2011 tentang Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjaba'_ran
Anggaran Pendapatan dan Belanja paerah (Berita Negwa
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
?entang Pengelom?okan Kemampuérn Keuangan Dae}rah
Serta Pelaksanaé;n Dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1067); j

18.Feraturan Menteri Dalam Negeri Ngmor 36 Tahun 2P18
tentang Tata Carpa Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dap Tata Tertib
Administrasi Perigajuan Penyaluran Da;n Lapqran
Pertanggung]awaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partal Politik (Berita Negara Repubhk Indonesia Tahun
2018 Nomor 630);

19.}3eraturan Menteq Dalam Negeri Npmor 79 Tahun %p18
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Repubhk Indone31a Tahun 2018 Nomor 1213};

20. Feraturan Menterj Dalam Negeri N?mor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Pedoman Teknis Pengelolaan Keuaqgan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781); |

QI.Peraturan Daerah Kabupaten Wono?obo Noms)r 10 Tapun
2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Kabupaten Wonosobo Pada Badan Usaha Milik Daegrah
(L.embaran Daerab Kabupaten Wgnosobo Tahun 3011
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Wonosobo Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Daerqh Kabupaten Wonosob
Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun
2011 tentang Penyertaan Modal. Pemerintah Daérah
Kabupaten Wonosobo Pada Badan Usaha Milik Dagrah
(Lembaran Daerah Kabupaten Wognosobo Tahun 2018
Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Wonosobo Nomor ?3);
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22,

23,

24.

25.

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogobo Nomor 11 T abun
2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pernilihan
Kepala Daerah Kabupaten Wonosobo Peraturan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2012
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupz,}ten
Wonosobo Nomor 3) sebagaimana telah diubah bebergpa
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Wonosobo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubapan
Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 tentang
Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah
Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten
Wonosobo Tahun ?021 Nomor 10, Tambahan Lemba}ran
Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah  Kabupaten Wonosobo ' (Lembaran Daerah
Kabupaten Wonospbo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten anosobo ’Nornor ‘10)
sebagaimana tela,b diubah dengan Peraturan Dagrah
Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Fferaturan Daerah Kabupatén Wonosobo
Nomor 12 Tahun %016 tentang Pembgntukan Dan Susupan
Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah
Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Wonospbo Nomof 3);
Feraturan Daerah" Kabupaten Wond,sobo Nomor 9 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tabun
2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Wonosobo Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun
2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembgran
Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun
2021 Nomor 2);




26. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosrobo Nomor 18 Tahun
2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten
Wonosobo Tahun 2022 Nomor 18);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN

Dalam Peraturan Bppati ini yang dimaf,ksud dengan:

1.
2.

10.

PENDAPATAN DAN HELANJA DAERAH TAHUN ANGGA;RAN
2023,

Pgsal 1

Daerah adalah Kabupaten Wonosabo.

Pemerintahan [f)aerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Dagrah dan Dewan Rerwakilan Rakyat Daerah n}enurut gsas
otonomi dan tygas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana d;maksud dalam Undang-Undang Dfasar Negara Republik
Indon¢31a Tahun 1945.
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

il

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang gpenjadi kegwenangan daerahﬂotonom..
Bupati adalah Bupati Wonosobo.
Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka
penye}enggaraan Pemerintahan [?aerah vang dapat dinilai qiengan yang
serta segala bentuk kekavaan yang dapat dijadikan rmhk Daerah
berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersehut.

Pengelolaan Kenangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, penganggaran, pe}aksanaqn, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah. |
Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.

Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

Pendapatan D;lerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran

berkenaan.









































































Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinva, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati im1 dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosgbo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 20 Qecgmlec 2072

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal %0 (eembec 2092




